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ABSTRAK

bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf j Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2007
tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa tugas dan wewenang
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah adalah mengumumkan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi
yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;

bahwa sesuai ketentuan Pasal 204 ayat (2) dan Pasal 213 ayat (2) Undang Undang
Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perolehan kursi Partai
Politik Peserta Pemilu untuk anggota DPRD provinsi serta calon terpilih anggota DPRD
provinsi ditetapkan oleh KPU provinsi;

Bahwa sesuai ketentuan pasal 71 ayat (1) peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15
Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan
Umum, Tata Cara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih dan
Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten dan Kota tahun 2009, KPU Provinsi menetapkan dan
mengumumkan calon terpilih Anggota DPRD provinsi, setelah penetapan perolehan
suarah sah Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPRD provinsi dan perolehan suara sah
calon Anggota DPRD Provinsi;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat ini adalah :

UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4389); UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); UU Nomor 2
Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801); UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836); Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4986);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum



Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; sebagaimana yang telah
diubah kembali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22
Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008
tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009; Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 13 Tahun 2008 tentang pedoman Teknis Tata Cara Penelitian, Verifikasi,
Penetapan, dan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Daerah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pedoman Penetapan Alokasi Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan
Dearah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Dearah Kabupaten/Kota Dalam pemilihan
Umum Tahun 2009; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pedoman Teknis Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat Derah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Dearah Kabupaten/Kota Tahun
2009; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pedoman
Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara
Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2009 dan Peraturan Kimisi Pemilihan Umum Nomor
13 Tahun 2009; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 46 Tahun 2008 tentang
Pedoman Teknis Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Di
Kecamatan, Kabupaten/Kota Dan Provinsi Serta Tingkat Nasional Dalam Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
Tahun 2009; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009 tentang
Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tatacara
Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih
dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2009;

Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2009 ini diatur
tentang:

Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Untuk Anggota Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Dan Calon Terpilih anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009.

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat ini ditetapkan pada tanggal 18 Mei 2009.
- Lampiran 0 Halaman.



